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ABSTRAK 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dokumen, identitas penduduk serta seluruh 

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, serta pengolaan administrasi 

kependudukan untuk pelayanan publik suatu daerah 

Pesatnya pertumbuhan penduduk memang sangat 

berpotensi memunculkan berbagai permasalahan 

dibidang kependudukan. Permasalahan ini diantaranya 

seperti pemalsuan Kartu Keluarga, KTP ganda, Akta 

Kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen 

kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut 

digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. 

Tindak pidana yang dilakukan biasanya mulai dari 

kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, 

pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis 

seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan 

gubernur.Tindak Pidana Administrasi Kependudukan 

adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum yang 

dilakukan pelaku secara sengaja maupun tidak sengaja 

yang melanggar ketentuan-ketentuan kependudukan 

misalnya pemalsuan identitas, manipulatif data, dan 

masalah kependudukan lainnya.  Salah satu bentuk 

kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan 

masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan 

tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, 

melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia 

objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. 
Proses penyidikan adalah proses yang penting dalam 

menangani sebuah perkara dimana pada proses ini akan 

di ungkap kebenaran yang terjadi pada perkara, Unsur 

hukum, pada hakekatnya peraturanperaturan yang 

menjadi landasan hukum kepolisian dalam melakukan 

penyidikan, tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek 

lain yang mempengaruhi proses penyidikan, termasuk 

faktor pendukungnya. Penyidik adalah pejabat polisi 

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

Kata kunci : Penyidikan, Tindak pidana, Administrasi 

Kependudukan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah 

penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, 

penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak 

merata. Berbagai masalah akibat dari persebaran 

penduduk yang tidak merata kerap kali muncul. 

Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang 

besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya 

kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan 

yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia.5 

Pesatnya pertumbuhan penduduk memang sangat 

berpotensi memunculkan berbagai permasalahan 

dibidang kependudukan. Permasalahan ini diantaranya 

seperti pemalsuan Kartu Keluarga, KTP ganda, Akta 

Kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen 

kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut 

digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. 

Tindak pidana yang dilakukan biasanya mulai dari 

kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, 

pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis 

seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan 

gubernur. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa 

Penting yang dialami oleh seseorang dalam register 

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana6. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 

menjelaskan secara keseluruhan, ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang ini meliputi hak dan kewajiban 

Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, 

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan 

Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan 

Darurat, pemberian kepastian hukum, dan 

perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk 

rnenjamin pelaksanaan undang-undang ini dari 

kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun 

ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga 

ketentuan rnengenai tata cara penyidikan serta 

pengaturan mengenai sanksi administratif dan 

ketentuan pidana.7 

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan secara nasional, Negara Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 hakikatnya 

berkewajiban memberikan perlindungan dan 

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status 

hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan 

menurut dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan 

mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan 

                                                 
5Dakkal Harahap. Op. Cit. hlm. 101. 
6 Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi 

Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 
7Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
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untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam rangka 

untuk menemukan tersangka. 

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang 

panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan 

barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, 

pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, 

barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana di 

bidang administrasi      kependudukan ? 

2. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana 

di bidang administrasi kependudukan? 

 

C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum yang digunakan untuk 

penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian 

hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan 

dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan 

berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum perimer berupa 

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta 

bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan 

kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan 

sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.  

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai 

sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder.8  

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan 

bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan.9  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian 

normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 

keilmuan hukum dari sisi normatifnya 

 

PEMBAHASAN 

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DI 

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

- Pemalsuan NIK untuk registrasi kartu 

prabayar 

                                                 
 8Suratman, dan H. Philips Dillah, Metode 

Penelitian Hukum. Alfabetah, Bandung. 2015.   hlm. 

107. 
9Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, 

Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2006, hlm. 141. 

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim 

Mabes Polri akan mempidanakan siapa saja yang 

menyalahgunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

untuk melakukan registrasi kartu prabayar.  

Modus penyalahgunaan NIK untuk 

melakukan registrasi kartu prabayar kini banyak 

digunakan oknum untuk melakukan kejahatan melalui 

ponsel pintar. Penyalahgunaan NIK berpotensi 

timbulnya kejahatan akibat belum ada regulasi yang 

jelas mengenai penggunaan NIK pada saat melakukan 

registrasi kartu prabayar10. 

Tindakan kejahatan akibat penyalahgunaan 

NIK untuk registrasi prabayar ini, merupakan dampak 

dari pengaturan yang tidak teratur, karena banyaknya 

tindak pidana yang menggunakan handphone dengan 

kartu prabayar yang didaftarkan menggunakan NIK 

yang tidak sah tersebut, membuat negara melalui Polri 

hadir untuk melindungi masyarakat.  

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber 

Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa, adanya UU 

Pemalsuan Identitas Pasal 93. Setiap Penduduk yang 

dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen 

kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). " 

Jika ada pihak-pihak yang turut serta 

membantu tindak pidana penyalahgunaan NIK untuk 

registrasi prabayar akan diancam KUHP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 

rupiah)11. 

- Korban Manipulasi KTP 

David Christian mengutip sebuah kasus yang ia alami 

“Lima bulan yang lalu tanpa sepengetahuan saya, 

teman rekan kerja saya diam-diam memfoto KTP-el 

saya lalu menghubungi seseorang untuk meminjam 

uang. Selang berjalannya waktu, ada yang menagih 

utang kepada saya, padahal saya tidak pernah 

meminjam. Orang itu menunjukan ke saya foto WA-

nya, di mana kata si A, saya yang meminjam dengan 

perantara dia. Pada saat ini saya tidak satu indekos 

lagi dengan dia. Saya tahu rumah orang tersebut, saya 

juga sudah melakukan mediasi ke dia terkait utang ini. 

Tapi dia dengan sombongnya mengajak ribut ke saya 

dan tetap tidak mau membayar. Padahal sudah ada 

bukti-buktinya bahwa dia yang meminjam uang untuk 

dipakai secara pribadi. Apakah teman saya bisa saya 

pidanakan karena menyalahgunakan KTP saya untuk 

pinjaman online?” 

                                                 
10 Sumber berita: www.bisnis.com (10/12/2018) 
11 Ibid 

https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/david-christian--sh-lt627ca02b8b57d
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Kartu Tanda Penduduk elektronik (“KTP-el”) 

adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang 

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri 

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Berdasarkan 

uraian di atas, Anda dapat melaporkan teman Anda 

atas dugaan pelanggaran Pasal 95A. dengan 

melampirkan bukti-bukti seperti percakapan teman 

Anda dengan orang yang memberikan utang. 

Mengingat teman Anda mengambil foto KTP-

el tanpa seizin Anda untuk meminjam uang dan 

merugikan Anda, maka berdasarkan Pasal 95A Setiap 

orang yang tanpa hak menyebarluaskan Identitas orang 

lain yang bukan miliknya sendiri dan tanpa persetujuan 

orang tersebut dengan maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan 

kerugian subjek data pribadi. sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima 

juta rupiah)12 

 

- Pemalsuan Identitas untuk Pinjaman Online 

Kartu identitas merupakan salah satu syarat 

utama untuk dapat mengakses layanan keuangan, 

seperti fasilitas kartu kredit, atau akses pinjaman uang 

dari fintech lending (pinjol). Namun, akun Twitter 

Pinjollaknat pada Selasa (20/4/2021) mengunggah 

foto-foto yang memperlihatkan adanya dugaan praktik 

penjualan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Baca 

juga: Video Viral Pinjaman Online Diduga Ancam 

Sebar Data Pribadi, Ini Kata Ahli IT dan OJK Data 

yang tertera pada KTP tersebut disinyalir merupakan 

milik orang lain, yang diduplikasi tanpa sepengetahuan 

pemiliknya. KTP palsu itu kemungkinan besar akan 

digunakan untuk mengajukan kartu kredit atau 

pinjaman online. Konsekuensi dari penjualan identitas 

itu cukup serius. Pemilik KTP asli yang tidak tahu apa-

apa dan tidak pernah mengajukan pinjaman, bisa jadi 

akan mendapatkan tagihan dari pinjol13.  

Sementara itu, jika masyarakat tidak merasa 

mengajukan pinjaman dan ada entitas yang tidak 

                                                 
12Diterbitkan oleh Hukum Online Pro dengan Judul : 

“Pemalsuan KTP untuk Pinjaman Online” 

 https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipu-

menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-pinjol-lakukan-

ini-lt634ecf40680b7/ 
13 Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

dengan judul "Ramai Dugaan Pembuatan 

KTP Palsu untuk Pinjaman Online, Ini Kata 

OJK", Klik untuk baca: 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/2

1/190000765/ramai-dugaan-pembuatan-ktp-

palsu-untuk-pinjaman-online-ini-kata-

ojk?page=all 

terdaftar di OJK melakukan penagihan, maka 

masyarakat bisa melaporkan ke kepolisian, agar kasus 

tersebut dapat diproses secara hukum. "Ini diduga 

merupakan tindak pidana penipuan. Masyarakat yang 

merasa dirugikan agar segera lapor ke Polisi untuk 

dilakukan proses hukum, ia menambahkan, pihaknya 

terus melakukan edukasi kepada masyarakat, agar 

jangan sampai mengakses layanan pinjol yang sifatnya 

ilegal. "Dalam rangka perlindungan masyarakat, Satgas 

Waspada Investasi secara berlanjut melakukan edukasi 

ke masyarakat. Perlu peran serta masyarakat tidak 

akses pinjol ilegal."\ 

 

- Pemalsuan Dokumen 

Sekilas pemalsuan dokumen kependudukan tampak 

sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, 

meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen 

kependudukan dapat menimbulkan dampak yang 

serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di 

tengah masyarakat. 

Manipulasi data kependudukan memiliki akibat hukum 

seperti yang telah disebutkan pada UU No.24 Tahun 

2013 pasal 1 point 9, bahwa data kependudukan adalah 

data perseorangan dan/atau data agregat yang 

terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. Adapun bentuk-bentuk 

dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya 

meliputi antara lain  Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta 

Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, 

Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan 

Status Kewarganegaraan. 

Perubahan elemen data kependudukan harus 

dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data 

kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat 

berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan 

di sektor lain. Banyak contoh yang terjadi di lapangan 

adalah tingkat pendidikan penduduk di Kartu Keluarga 

tidak pernah dirubah meskipun anak tersebut sudah 

lulus SD bahkan ada yang hingga lulus sarjana data 

tersebut tidak pernah diperbaharui14. 

 

- Korban Manipulasi KTP untuk Jual-Beli 

Tanah 

Dikutip dari keluhan Ayu Putri “Apa hukumnya jika 

tanah ayah saya dijual oleh orang lain dengan cara 

menggunakan KTP palsu? Saya menduga orang 

                                                 
14 https://disdukcapil.pontianak.go.id/jerat-pidana-

pemalsuan-dokumen-kependudukan-ditulis-oleh-

ferdita 

https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/21/190000765/ramai-dugaan-pembuatan-ktp-palsu-untuk-pinjaman-online-ini-kata-ojk?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/21/190000765/ramai-dugaan-pembuatan-ktp-palsu-untuk-pinjaman-online-ini-kata-ojk?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/21/190000765/ramai-dugaan-pembuatan-ktp-palsu-untuk-pinjaman-online-ini-kata-ojk?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/21/190000765/ramai-dugaan-pembuatan-ktp-palsu-untuk-pinjaman-online-ini-kata-ojk?page=all
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tersebut telah memalsukan KTP ayah saya dan 

menggunakannya untuk transaksi. Sedangkan 

sertifikatnya atas nama ayah saya tetapi dibawa lari 

orang” 15 

Pada dasarnya, penggunaan Kartu Tanda Penduduk 

(“KTP”) palsu dapat dikenakan pidana karena 

pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 

KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan 

surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu 

perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan 

utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai 

keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 

akan menggunakan atau menyuruh orang lain 

menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli 

dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya 

dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena 

pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-

lamanya enam tahun”. 

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 

Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dihukum 

menurut pasal ini adalah memalsukan surat dan sengaja 

menggunakan surat palsu. Tindakan tersebut dilakukan 

secara sengaja yaitu orang yang menggunakan itu 

harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia 

gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia 

tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak 

tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam 

pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam 

persidangan16. 

Menurut R. Soesilo dalam buku yang sama 

menjelaskan bahwa surat yang dipalsukan harus surat 

yang: 

1. dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: 

ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan 

lain-lain); 

2. dapat menerbitkan surat perjanjian (misalnya 

surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, 

perjanjian sewa, dan sebagainya); 

3. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang 

(kuitansi atau semacamnya); atau 

4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi 

suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat 

tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, 

buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, 

dan lain-lain). 

Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh: 

                                                 
15 https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-

memalsukan-ktp-orang-lain-untuk-jual-beli-tanah-

lt4edda2fe817fe/ 
16 Ibid  

Mengenai langkah yang dapat ditempuh atas 

pemalsuan KTP, Anda dapat melakukan upaya sebagai 

berikut. 

1. Melaporkan ke Polisi  

Pertama-tama, Anda dapat melaporkan 

pemalsuan dokumen dan data pribadi ke polisi 

berdasarkan pasal pemalsuan identitas KTP 

yaitu Pasal 93 KUHP. Selain itu, Anda juga 

dapat melaporkan atas dasar penggelapan atau 

pencurian. Jika orang yang menjual tanah 

tersebut menguasai sertifikat tanah karena 

dititipkan oleh ayah Anda, maka dapat 

dilaporkan karena penggelapan 

berdasarkan Pasal 372 KUHP.  

2. Pembatalan Perjanjian Jual Beli 

Kami asumsikan bahwa jual beli tanah yang 

dilakukan pelaku menggunakan perjanjian 

tertulis karena perlu menggunakan identitas atau 

KTP. Apabila demikian maka perjanjian 

tersebut dapat dilakukan pembatalan. 

Apabila dalam pembuatan perjanjian jual beli 

menggunakan KTP palsu maka dapat 

dikategorikan sebagai penipuan Pasal 378 

KUHP.17 

 

- KTP Ganda Demi Bansos Ganda 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi 

Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

instansi terkait dan berlaku di Indonesia. 

KTP sendiri wajib dimiliki penduduk Indonesia dan 

warga asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap 

(ITAP) dan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah 

menikah. 

Berdasarkan peraturan pemerintah, penduduk 

Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), yang berarti hanya boleh 

memiliki satu KTP saja.  

Namun, hingga saat ini banyak penduduk di Indonesia 

yang mempunyai KTP ganda, baik secara sengaja atau 

tidak sengaja. Untuk itu pemerintah akan memberikan 

sangsi pidana kepada pemilik KTP yang secara sengaja 

membuat identitas ganda dengan berbagai modus.18 

Sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai 

KTP ganda yang berbunyi : 

                                                 
17 Ibid  
18 

https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/berita/article/2/

ancaman-pidana-pemilik-ktp-ganda 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP
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Pasal 63 ayat (6) Penduduk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan 

memiliki 1 (satu) KTP. 

Pasal 97 Setiap Penduduk yang dengan sengaja 

mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota 

keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih 

dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 

(6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 

(dua puluh lima juta rupiah). 

Dengan demikian, bagi siapa saja yang secara sengaja 

membuat dan memiliki KTP ganda akan dihukum 

paling lama dua tahun atau denda sebesar Rp 25 juta.19 

 

B. ATURAN DAN SANKSI TINDAK PIDANA 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

- 20Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 93. 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja 

memalsukan surat dan/atau dokumen kepada 

Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan. Pasal 94. Setiap 

orang yang memerintahkan dan/atau 

memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi 

Data Kependudukan dan/atau elemen data 

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 

rupiah). 

- Pasal 95A.Setiap orang yang tanpa hak 

menyebarluaskan Data Kependudukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) 

dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua 

puluh lima juta rupiah). 

- Pasal 95B. Setiap pejabat dan petugas pada 

desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 

Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 

memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau 

melakukan pungutan biaya kepada Penduduk 

dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen 

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara 

                                                 
19 Ibid  

20Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan. 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh 

lima juta rupiah).  

- Pasal 96. Setiap orang atau badan hukum yang 

tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 

mendistribusikan Dokumen Kependudukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf c dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 97. 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja 

mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau 

anggota keluarga lebih dari satu KK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) 

atau untuk memiliki KTP lebih dari satu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta 

rupiah)21.  

- Pasal 98 ayat: 

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada 

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan 

dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 

(satu pertiga).  

(2) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara 

dan Instansi Pelaksana membantu melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai 

dengan ketentuan undang-undang.  

- Pasal 99. Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, 

Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana 

Administrasi Kependudukan. 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam 

Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: 

Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.  

Dalam hal penegakan hukum apabila terjadi 

tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga ini 

para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan 

kepada pihak yang berwajib, sehingga dapat di proses 

secara hukum dan oknum yang melakukan pemalsuan 

identitas dapat dijerat hukuman sesuai yang ditentukan. 

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana 

seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut 

dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan 

ketentuan bahwa: Pasal 263 ayat: 

(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau 

memalsukan surat yang dapat menimbulkan 

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 

                                                 
21 Ibid  
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menyuruh orang lain memakai surat tersebut 

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, 

diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 

dengan pidana penjara paling lama enam tahun22. 

(2)  Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa 

dengan sengaja memakai surat palsu atau yang 

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian 

surat itu dapat menimbulkan kerugian.   

Pasal 264 ayat:  

(1)  Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara 

paling lama delapan tahun, jika dilakukan 

terhadap:   

1.  akta-akta otentik;   

2.  surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu 

negara atau bagiannya ataupun dari suatu 

lembaga umum;   

3.  surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau 

hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, 

perseroan atau maskapai;   

4.  talon, tanda bukti dividen atau bunga dari 

salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 

3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 

pengganti surat-surat itu;   

5.  surat kredit atau surat dagang yang 

diperuntukkan untuk diedarkan; 

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa 

dengan sengaja memakai surat tersebut dalam 

ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang 

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 

jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan 

kerugian.23 

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan 

bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini 

adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, 

dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-

lainnya.24 

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:  

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, 

karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);  

2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat 

perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian 

sewa, dan sebagainya);  

3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang 

(kuitansi atau surat semacam itu); atau  

4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu 

perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda 

kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku 

harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-

lain).25 

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana 

pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:  

                                                 
22 Ibid  

23 Dakkal Harahap. Op. Cit. hlm. 102-103. 
24Ibid. hlm. 103 (R. Soesilo, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 

1985, h. 195). 
25 Ibid. 

1.  pada waktu memalsukan surat itu harus dengan 

maksud akan menggunakan atau menyuruh orang 

lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan 

tidak dipalsukan; 

2.  penggunaannya harus dapat mendatangkan 

kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu 

kerugian itu betulbetul ada, baru kemungkinan saja 

akan adanya kerugian itu sudah cukup;  

3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang 

memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan 

surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang 

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar 

bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak 

tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap 

“mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu 

kepada orang lain yang harus mempergunakan 

lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat 

dimana surat tersebut harus dibutuhkan.  

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula 

dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat 

itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan 

itu harus dapat mendatangkan kerugian.26 

 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1) Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang administrasi 

kependudukan adalah perbuatan dengan sengaja 

memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi 

pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan 

dan apabila ada orang yang memerintahkan dan/atau 

memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data 

kependudukan dan/atau elemen data penduduk, 

termasuk setiap orang yang tanpa hak 

menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi  

serta setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, 

kecamatan, instansi pelaksana dan instansi pelaksana 

yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau 

melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam 

pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan 

dan juga bagi setiap orang atau badan hukum yang 

tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 

mendistribusikan blangko dokumen kependudukan.  

2) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang 

administrasi kependudukan didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

kependudukan. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam 

bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan tugas 

penyidikan berwenang untuk menerima laporan atau 

pengaduan dari orang atau badan hukum, memeriksa 

laporan atau keterangan serta memanggil orang untuk 

diminta keterangannya, membuat serta 

menandatangani berita acara pemeriksaan.  

                                                 
26Ibid (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap 

Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, h. 

196). 
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B. SARAN 

1. - Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi 

masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam 

hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana 

penipuan dan pemalsuan identitas, seharusnya 

pemerintah melakukan berbagai cara melindungi 

masyarakatnya dan hak asasinya dari tindak pidana 

pemalsuan seperti ini. Seperti melakukan sosialisai 

atau peringatan kepada masyarakat tentang tindak 

pidana administrasi kependudukan.  

- Setiap orang sebaiknya lebih waspada dan 

berhati-hati dalam memberitahu identitas kepada 

orang lain. Dan tidak sembarangan memberikan 

KTP atau KK kepada orang lain. 

 

2. - Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan 

oleh penyidik sangat menentukan terungkap atau 

tidaknya suatu tindak pidana dan pelakunya. Oleh 

sebab itu, diharapkan kepada penyidik agar dapat 

mempelajari dan memahami unsur-unsur yang ada di 

dalam KUHP mengenai tindak pidana administrasi 

kependudukan baik pemalsuan identitas, dokumen atau 

surat-surat dan lain sebagainya yang dapat merugikan 

orang lain. 

- Diharapkan kepada masyarakat ikut berperan 

serta dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini agar 

menjadi terang dan mengurangi kejadian di kedepan 

hari supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam 

bidang administrasi kependudukan.  
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